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ABSTRACT

This study departs from the weak understanding of the implementation of the special autonomy policy which
results in the paradigm of the presence of special autonomy is the management of money from the central
government. The purpose of this study is to analyze community involvement in proposing the formation of
South Papua Province and to analyze the opportunities given to indigenous Papuans in the context of
regional expansion. In this study, the author uses an explanatory case study method with a qualitative
approach. This approach was chosen because the strength of the explanatory case study can explore the
data obtained to explain social phenomena in more depth. The results of the study indicate that national
strategic interests are one of the bases for the urgency of expansion, namely the need for a touch of public
service because the high span of government control makes it difficult to access services. The national
strategic interests discussed by various parties are not only related to efforts to strengthen the integration
of the Republic of Indonesia by using a security/defense approach alone. The conclusion is that community
involvement in proposing the formation of South Papua Province is good. This can be seen from the various
forms of thought contributions in the draft formation of the South Papua Province, but as a note that the
expansion process does not necessarily provide guarantees and warranties that grassroots support and
aspirations are the key to expansion,
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ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari pemahaman yang lemah mengenai implementasi kebijakan otonomi khusus
yang mengakibatkan paradigma bahwa otonomi khusus hanya berfokus pada pengelolaan dana dari
pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan
pembentukan Provinsi Papua Selatan dan menganalisis peluang yang diberikan kepada masyarakat asli
Papua dalam konteks perluasan wilayah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus
eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena kekuatan studi kasus eksplanatori
dapat mengeksplorasi data yang diperoleh untuk menjelaskan fenomena sosial secara lebih mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan strategis nasional merupakan salah satu dasar urgensi
perluasan, yaitu kebutuhan akan sentuhan pelayanan publik karena rentang kendali pemerintah yang tinggi
membuat akses layanan menjadi sulit. Kepentingan strategis nasional yang dibahas oleh berbagai pihak
tidak hanya terkait dengan upaya memperkuat integrasi Republik Indonesia dengan menggunakan
pendekatan keamanan/pertahanan saja. Kesimpulan adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam
mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Selatan adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk
kontribusi pemikiran dalam draf pembentukan Provinsi Papua Selatan, namun sebagai catatan bahwa proses
perluasan tidak selalu memberikan jaminan dan garansi bahwa dukungan dan aspirasi masyarakat akar
rumput adalah kunci perluasan,

Kata Kunci: Perluasan Wilayah, Afirmasi, Papua Selatan Dan Masyarakat Adat Papua

INTRODUCTION cenderung sentralisitik sekalipun pada

Peluang bagi pemekaran daerah masa Orde Baru. Hal tersebut justru
otonom, atau pembentukan daerah menguat sejak diberlakukannya UU No.
otonom baru, bukan merupakan sesuatu 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
yang baru dalam sejarah Daerah, orientasi pembangunan diubah
penyelenggaraan pemerintahan daerah di dari prinsip efisiensi, pertumbuhan dan
Indonesia, bahkan sejak  sistem stabilitas menjadi prinsip kemandirian,
pemerintahan  di  Indonesia  yang keadilan dan distribusi kewenangan.
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Bahwa perubahan paradigma
pembangunan tersebut secara tidak sadar
turut  serta merubah orientasi

penyelenggaraan pembangunan menuju
era desentralisasi, dan implikasinya
fenomena ledakan pemekaran wilayah
atau pembentukan daerah otonomi baru
tidak dapat terelakkan.

Melalui otonomi daerah yang
diterjemahkan  pada  pembentukan
Daerah Otonom Baru maka akan tercipta
mekanisme dan siklus berjalannya
fungsi politik dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang menjadikan
hubungan kekuasaan menjadi lebih adil
dan  terukur, dengan  demikian
Pemerintah Lokal akan merasa negara
hadir sampai unit terkecil di daerah yang
menimbulkan kepercayaan sehingga
pada akhirnya terintegrasi ke dalam
pemerintah nasional. Dengan
desentralisasi melalui otonomi daerah
maka proses demokrasi khususnya
demokrasi lokal dapat dijalankan, hal ini
akan juga menopang terwujudnya
demokrasi dalam pemerintahan, dan
pada akhirnya pembangunan daerah
akan dipercepat.

Sementara itu, Afirmasi sendir
merupakan sebuah pernyataan yang
bertujuan positif untuk diri sendiri
namun dapat memperngaruhi pikiran
bawah sadar untuk membatu individu
(Arlinda, 2018). Dalam konteks lain
dapat dijelaskan bahwa afirmasi
merupakan harapan atau cita-cita dan
hampir mirip seperti sebuah doa. Cita-
cita atau sasaran dapat membantu
seseorang dalam membentuk sebuah
gambaran di alam pikirannya (Pinilih et
al., 2014)

Namun, tuntutan pemekaran juga
mempunyai rasionalitasnya tersendiri.
Salah satu argumentasi utamanya adalah
adanya ketimpangan pembangunan yang
terkonsentrasi di Pulau Jawa selama
masa Orde Baru merupakan salah satu
stimulus untuk memunculkan semangat
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terhadap tuntutan pemekaran dari
daerah-daerah di luar Jawa. Dalam
konteks ini, kebijakan pemekaran
diambil sebagai langkah strategis
nasional untuk menciptakan dan
mendorong munculnya aktivitas
perekonomian, akselerasi pertumbuhan
ekonomi di daerah-daerah perbatasan
dan tertinggal, dan pelibatan unsur

masyarakat yang lebih luas dari
sebelumnya.  Kehadiran daerah baru
juga diharapkan dapat mendorong

pembangunan infrastruktur dasar dan
sarana-sarana pelayanan publik dasar
(Pendidikan, Kesehatan, dan
Perekonomian), karena ketersediaan
infrastruktur dasar merupakan prasyarat
mutlak  sebagai langkah awal
pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih
akseleratif. Selain itu, pemekaran daerah
ditujukan untuk mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat juga sebagai langkah
span of control penyelenggaraan
pemerintahan, sehingga masyarakat
dapat merasakan eksistensi dan sentuhan
keberadaan pemerintah (Pusat dan
Daerah) secara riil dalam kehidupan
sehari-hari. Lebih lanjut penulis juga
meletakkan perspektif wacana dan
kehadiran pemekaran selain ditinjau dari
tujuan dan sasarannya yang mulia juga
perlu ditinjau dari aspek keberadaan
pemekaran merupakan yang dapat
dikategorikan sebagai manifestasi dari
konsep negara yang menganut asas
desentralisasi.

Pemekaran Provinsi Papua Selatan
merupakan sebuah tonggak penting yang
menandai evolusi dinamika politik dan
administrasi Indonesia. Keputusan untuk
memekarkan provinsi ini tidak hanya
sekadar perubahan dalam pembagian
administratif, tetapi juga mencerminkan
komitmen pemerintah untuk
memberikan pengakuan yang lebih besar
dan  keadilan kepada kelompok-
kelompok minoritas, khususnya orang
asli Papua. Sebagai sebuah kebijakan,
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pemekaran ini tidak lepas dari konteks
pembangunan nasional yang inklusif dan
berkelanjutan.  Pemekaran  Provinsi
Papua Selatan tidak hanya tentang
penataan administratif wilayah, tetapi
juga menjadi wujud dari pengakuan
terhadap hak-hak dasar dan aspirasi
masyarakat asli Papua. Masyarakat asli
Papua sering kali terpinggirkan dalam
dinamika  politik  nasional, dan
pemekaran ini menjadi salah satu
langkah konkret dalam memperjuangkan
pengakuan mereka sebagai bagian
integral dari bangsa Indonesia. Dalam
proses pemekaran tersebut, perspektif
wilayah adat memainkan peran yang
sangat penting. Pemerintah, dalam
menentukan pembagian cakupan
wilayah pada pemekaran 4 Daerah
Otonomi Baru (DOB) di Papua tahun

2022, tidak hanya mengandalkan
pertimbangan administratif atau
geografis semata.

Peningkatan kapasitas

governability menjadi imperatif untuk
memastikan  kemampuan Indonesia
melindungi kedaulatannya, menjamin
integrasi nasional, dan menghadirkan
diri secara lebih kongkrit, terutama di
daerah. Salah satu bagian yang
diamanatkan dalam otonomi daerah
lalah aturan mengenai kemungkinan
dilakukannya pemekaran daerah
(redistricting).  Pemekaran  daerah
(redistricting) secara umum diartikan
sebagai pembentukan wilayah
administratif baru di tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota, = Kecamatan, dan
Desa/Kelurahan dari wilayah induk.
Pemekaran daerah merupakan bentuk
usaha pemerintah dalam mewujudkan
pembagian dan pemerataan wilayah agar
tidak terjadi tumpang tindih, baik secara
administratif maupun dalam bentuk
pengeksploitasian sumber daya dalam
daerah tersebut (Jeddawi, 2009, p. 87).
Pembentukan pemerintahan baru,
secara normatif, dilakukan dalam upaya
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meningkatkan governability.

Governability dimaknai sebagai
kapasitas pemerintah untuk
memproduksi  dan  mendistribusikan
political goods. Hal ini diperlukan

karena rangkaian studi atas sejumlah
negara yang dilabelkan sebagai collapse
state, failed state, dan weak state telah
mengkonfirmasi sentralitas kapasitas
governability bagi survivalitas sebuah
negara-bangsa (Rotberg, 2003). Sebuah
kondisi yang juga sempat menjadi
persoalan Indonesia dalam tahun-tahun
awal reformasi. Peningkatan kapasitas
governability menjadi imperatif untuk
memastikan  kemampuan  Indonesia
melindungi kedaulatannya, menjamin
integrasi nasional, dan menghadirkan
diri secara lebih kongkrit, terutama di
daerah yang terbelit masalah isolasi dan
keterbelakangan yang kronis yang tidak
tersentuh negara dalam rentang puluhan
tahun sejak Indonesia menjadi sebuah
negara yang merdeka.

Salah satu argumentasi
pembentukan Provinsi Papua Selatan
dengan menggunakan kerangka
asimetris  tidak dapat terelakkan
berdasarkan pada dasar kekhususan yang
dimiliki oleh Papua, namun lebih
daripada itu penulis menempatkan posisi
daya tawar adanya pemekaran dari
beberapa sudut pandang; pertama
lemahnya pemaknaan terhadap
implementasi kebijakan otonomi khusus
yang berakibat pada paradigma
kehadiran otonomi khusus adalah
pengelolaan uang dari pemerintah pusat,
instrumentasi kebijakan untuk
mewujudkan amanat yang dicanangkan
dalam UU No. 21 Tahun 2001 j.o UU
No. 2 Tahun 2021 tidak dilakukan secara
seksama. Instrumen yang dicanangkan
dalam  Undang-Undang  mencakup
berbagai hal yang dikenali dalam
literatur (Hoods 1983): (1) nodality
(informasi  dan  pengetahuan), (2)
authority (tata kewenangan), (3)
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treasure (harta benda, termasuk uang),
dan (4) organization. Namun demikian,
instrumentasi  kebijakan Otsus lebih
menekankan pada instrumen pendanaan.

. Kedua, selanjutnya dalam
perspektif penulis bahwa peluasan
kewenangan mengakibatkan adanya
keterlibatan masyarakat lokal yang
semakin  mengambil peran dalam
berjalannya pemerintahan jika

pemekaran tidak selalu menjadi solusi
bagi ketertinggalan suatu daerah, maka
harus ada mekanisme lain yang dapat
digunakan sebagai instrumen untuk
memastikan keterlibatan masyarakat
lokal untuk memperbaiki kondisi
masyarakat daerah, bahwa beberapa
peneliti telah mengemukakan hasil
penelitiannya seperti; Karim, (2012)
Ruhyanto, (2016), dan Indrawan et al
(2019) yang semuanya sepakat bahwa
kebijakan pembangunan Papua
memerlukan pendekatan inklusif yang
berbasis  resolusi  konflik  serta
kekhususan sistem sosial Papua.
Sementara pemekaran daerah yang
terjadi di Indonesia selama ini memiliki
motif  tersembunyi di  antaranya
(Ratnawati, 2009, p. 15): a)
Gerrymandering yaitu usaha pemekaran
daerah untuk kepentingan Partai Politik
tertentu, b) Pemekaran Daerah telah
berubah menjadi semacam bisnis,
sebagaimana catatan Pratikno misalnya
bahwa inisiatif  proses legislasi
pemekaran daerah lebih dimulai oleh
DPR RI, c¢) bahwa tujuan pemekaran
daerah seperti merespon separatisme
agama dan etnis sebenarnya bermotifkan
untuk  membangun citra  rezim,
memperkuat legitimasi rezim berkuasa,
self interest dari para aktor elit daerah
maupun pusat. Namun penulis tidak
ingin  terjebak  sepenuhnya pada
pemikiran  tersebut, sebab  dasar
pemekaran di papua khususnya di
Selatan wilayah Papua ditempatkan
sebagai sebuah kebutuhan, sehingga
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diskusi terkait pemekaran daerah selalu
dilekatkan pada proses penataan daerah
(Ferrazzi, 2007).

Istilah penataan daerah dapat
dimaknai sebagai upaya menata kembali
daerah otonom yang ada atau
membentuk  daerah  otonom  baru
berdasarkan parameter tertentu dalam
meningkatkan pelayanan publik dan
memperkuat daya saing daerah yang
mencakup pembentukan daerah,
penghapusan/penggabungan daerah, dan

penyesuaian daerah otonom baru
(Ferrazzi, 2007, p. 2). Kebijakan
penataan daerah harus
mempertimbangkan aspek

multidimensional yang kompleks sebab
kebijakan ini tidak dapat dilakukan
secara parsial, sporadis atau tidak
terarah, bilamana hal ini terjadi potensi
“kegagalan”  terhadap  kemandirian
daerah pasca pemekaran menjadi sangat
tinggi probabilitasnya. Penulis juga
berpandangan bahwa kebijakan penataan
daerah memerlukan berbagai
pertimbangan dari berbagai dimensi dan
perspektif tidak hanya semata-mata
mempertimbangkan aspek politis dan
ekonomi, namun aspek sosial-budaya
dan kepentingan integrasi dan strategis
nasional harus menjadi landasan
kebijakan dalam proses penataan daerah.

Penataan daerah dalam dimensi
manajemen pemerintahan merupakan
sebuah upaya untuk menata atau
mengatur penyelenggaraan
pemerintahan agar fungsi-fungsi
pemerintahan dapat berjalan dengan
efektif dan efisien, sehingga penataan
daerah bukan hanya pada proses yang
bersifat teknis rasional namun lebih
lanjut menyangkut dinamika sosial-
politik yang syarat akan konflik
(Mariana & Paskarina, 2008, p. 189).
Penataan  daerah  dalam  konteks
desentralisasi  bukan  semata-mata
memberikan kewenangan (authority)
kekuasaan dalam menjalankan
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pemerintahan lebih dalam daripada itu
kebijakan penataan daerah memiliki
pertautan yang sangat erat dengan
berbagai dimensi khususnya dimensi
wilayah dan dimensi kemampuan
sumber daya.

Sementara itu, kajian pemekaran
Kabupaten Muyu misalnya berpijak
pada kebutuhan untuk merespon usulan
pemekaran dalam rangka percepatan
pembangunan atas respon kebutuhan
pembangunan pada daerah perbatasan
(Pratikno, dkk, 2009). Selain itu terdapat
juga, Kkajian pemekaran Kabupaten
Puncak  yang  dalam landasan
filosofisnya usulan pemekaran daerah
ditujukan untuk peningkatan
kemandirian daerah dan pelaksanaan
serta  peningkatan  proses  good
governance (Lay & Santoso, 2006).
Sehingga, masing-masing argumentasi
usulan pemekaran memiliki konteks dan
dimensi ruang argumentasi yang berbeda
sesuai dengan kebutuhan masing-masing
daerah, namun dari ke semua
argumentasi tersebut muara dan tujuan
mulia pemekaran adalah akselerasi
kesejahteraan khususnya pada daerah
yang membutuhkan sentuhan
keberadaan pemerintahan yang semakin
dekat dengan masyarakatnya.

Secara teoritis pula penulis
menemukan  beberapa faktor-faktor
pendorong pemekaran daerah, salah
satunya sebagaimana yang diungkapkan
oleh Prasojo di antaranya: (1) luasnya
cakupan wilayah pelayanan; (2)
kemudahan persyaratan pemekaran atau
pembentukan daerah; (3) kurangnya
perhatian pemerintah daerah dalam
penyediaan pelayanan publik; (4)
perbedaan agama dan budaya yang
mengakibatkan  disharmoni  dalam
masyarakat; dan (5) faktor sosial budaya
dan kesejarahan yang dialaminya
(Prasojo, 2012, p. 7).

RESEARCH METHODS
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Penulis menggunakan metode
studi  kasus eksplanatoris dengan
pendekatan kualitatif. Pendekatan ini
dipilih karena kekuatan dari studi kasus
ekspalnatoris dapat mengeksplorasi
data-data yang  diperoleh  untuk
menjelaskan fenomena sosial secara
lebih dalam (Cresswell, 1998, p. 24)
yang kadang kala fenomena tersebut
tidak mampu dijelaskan melalui statistik

semata.  Perpaduan  studi  kasus
eksplanatoris dan pendekatan kualitatif
akan digunakan  penulis  sebagai

katalisator untuk menguji hipotesis pada
penelitian ini dan akan menjadi panduan
dalam  mengeksplorasi  keterlibatan
masyarakat dalam usulan pemekaran,
bagaimana wujud kepatuhan pemerintah
provinsi dalam menjalankan 12 (dua
belas) agenda roadmap pemekaran,
meninjau langkah-langkah afirmasi yang
dilakukan untuk Orang Asli Papua, dan
sebagai bentuk evaluasi terhadap format
pemekaran daerah dengan tanpa daerah
persiapan. Lebih lanjut sebagaimana
evaluasi Kemendagri masih terdapat
beberapa persoalan daerah otonom baru
di berbagai wilayah dengan daerah
induknya dan telah berlangsung cukup
lama meskipun pada daerah-daerah
tersebut terdapat fase daerah persiapan.

Desain  penelitian  diperlukan
dalam sebuah penelitian akademis sebab
dalam desain penelitian mencakup
proses yang  diperlukan  dalam
perencanaan dan pelaksanaan penelitian.
Oleh karena itu desain penelitian
mencakup proses-proses berikut: 1)
Identifikasi dan pemilihan masalah
penelitian; 2) Pemilihan kerangka
konseptual untuk masalah penelitian
serta  hubungan-hubungan  dengan
penelitian sebelumnya; 3)
Memformulasikan masalah penelitian
termasuk membuat spesifikasi dari
tujuan, luas jangkauan, dan hipotesis
untuk diuji; 5) Membangun penyelidikan
atau percobaan; 5) Memilih serta
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memberi definisi terhadap pengukuran
variabel-variabel; 6) Memilih prosedur
dan teknik sampling yang digunakan; 7)
Menyusun alat serta teknik untuk
mengumpulkan data; 8) Membuat
coding, serta mengadakan editing dan
prosesing data; 9) Menganalisis data; 10)
merumuskan pelaporan hasil penelitian,
diskusi  serta  interpretasi  data,
generalisasi,  kekurangan-kekurangan
dalam penemuan, serta menganjurkan
beberapa  saran-saran dan  kerja
penelitian yang akan datang (Nazir,
2017, p. 84).

Oleh  karena  fundamentalnya
keberadaan desain penelitian dalam
suatu penelitian, desain penelitian
menjadi instrumen  yang  akan
menentukan tingkat akurasi keakuratan
data yang diperoleh serta memastikan
sebuah fenomena sosial dapat terungkap
secara akademis. Dengan kata lain,
desain penelitian dimaksudkan agar
sasaran atau target penelitian yang
dicapai dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya secara akademis.
Penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif,
penelitian  kualitatif ~ dimaksudkan
sebagai jenis penelitian yang temuan-
temuannya tidak diperoleh melalui
prosedur statistik atau bentuk hitungan
lainnya (Strauss & Corbin, 2016, p. 4).
Sementara pemilihan metode studi kasus
eksplanatoris ~ dimaksudkan  penulis
untuk menjelaskan secara mendalam
terkait dengan fenomena pemekaran
sebagai eksistensi negara atau wujud
afirmasi kepada masyarakat di tanah
selatan papua. Selanjutnya studi kasus
eksplanatoris ~ dimaksudkan  untuk
menjelaskan fenomena-fenomena yang
ada, vyang bertujuan menerangkan
hubungan-hubungan yang terbentuk
antar fenomena tersebut.

HASIL DAN
PENELITIAN

PEMBAHASAN
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Analisis  Kepentingan  Strategis
Nasional Dijadikan Sebagai Salah
Satu Dasar Pembentukan Daerah
Otonom Baru Provinsi Papua Selatan

Provinsi Papua Selatan merupakan
salah satu wilayah yang telah
dimekarkan dari Provinsi Papua pada
tahun 2022. Seperti yang dijelaskan oleh
Informan 1, John Wempi Wetipo
(Wamendagri/Ketua Tim Transisi 4
DOB) bahwa maksud dan tujuan
dilakukannya pemekaran Provinsi Papua
Selatan  merupakan  salah  satu
kepentingan strategis nasional menjadi
salah satu dasar urgensi pemekaran,
yakni dibutuhkannya sentuhan
pelayanan publik sebab rentang kendali
pemerintahan yang tinggi
mengakibatkan sulitnya akses terhadap
pelayanan. Kepentingan  strategis
nasional yang diwacanakan oleh
berbagai pihak tidak saja terkait upaya

memperkuat integrasi NKRI dengan
menggunakan pendekatan
keamanan/pertahanan semata.

Namun, kepentingan strategis
nasional untuk pemerataan
pembangunan, membangun Indonesia
dari pinggiran, sekaligus penataan

wilayah Indonesia sehingga pusat arus
lalu lintas ekonomi pembangunan tidak
hanya berfokus pada wilayah pulau jawa
sebab dengan adanya pembentukan
provinsi baru dimaksud maka proses
pembangunan akan berlangsung untuk
memenuhi  kriteria kelayakan sebagai
pusat pemerintahan dalam melayani

masyarakat.
Pendapat yang sejalan juga
diungkapkan oleh oleh Informan 2,

Valentinus Sudarjanto Sumito (Direktur
PDOD Ditjen Otda Kemendagri) bahwa
agenda atau rencana pemekaran Provinsi
Papua Selatan adalah prioritas utama
dari agenda strategis nasional, namun
perlu dipahami bahwa agenda strategis
nasional dimaksud merupakan upaya
untuk memperpendek rentang kendali
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pelayanan dan pemerataan
pembangunan, dalam kondisi tersebut
aspirasi dan kebutuhan masyarakat tidak
bisa dilepaskan dengan kebutuhan
terhadap agenda strategis nasional
sehingga dalam sudut pandang ini maka
kebutuhan akan pemekaran untuk
menjadi objek pembangunan dan aktor
pembangunan di wilayahnya
bersandingan  dengan  kepentingan
nasional untuk melakukan pemerataan
pembangunan sebagai bagian dari
perwujudan menciptakan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sejalan
dengan hal tersebut bahwa Informan 5,
Apolo Safanpo (Pj. Gubernur Papua
Selatan) bahwa Perwujudan hak dan
partisipasi masyarakat diselatan Papua
menjadi semakin terbuka, dengan tanpa
mengecilkan OAP dari wilayah lain

namun dengan adanya pemekaran
Provinsi Papua Selatan memberikan
akses yang lebih terbuka kepada

masyarakat Papua Selatan.

Kehadiran Provinsi Papua Selatan
secara stimultan memberikan peranan
masyarakat yang semakin meluas dalam
berbagai sektor. Meminjam istilah yang
cukup familiar ditanah Papua adalah
bahwa “anak negeri mendapatkan
tempatnya di selatan Papua setelah
sekian lama merasa terabaikan”.
Sehingga dalam proses ini  kami
“menemukan”  bahwa  pemekaran
provinsi Papua selatan memberikan efek
domino yang cukup dominan untuk
memberikan stimulus lahirnya tokoh-
tokoh yang selama ini  tidak
mendapatkan ruang dalam jabatan
publik atau kekuatan ekonomi lainnya.
Hasil  pengamatan  kami  bahwa
keberadaan Papua Selatan tidak hanya
dibidang politik, namun
keberlangsungan dan penyebaran untuk
peningkatan SDM di usia produktif pun
semakin baik, karena keseluruhan
bantuan biaya pendidikan baik dari segi
administrasi atau peningkatan
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infrastruktur  pendidikan  mengalami
kenaikan yang sangat signifikan.
Dengan perkembangan di Tanah
Papua bahwa Korelasi Kepentingan
Strategis Nasional Terhadap Aspirasi
Adanya Daerah Otonom Baru Di Tengah
Masyarakat sama halnya seperti yang

dilontarkan oleh Informan 1, John
Wempi  Wetipo (Wamendagri/Ketua
Tim Transisi 4 DOB) Bahwa

berdasarkan usulan data resmi yang
masuk ke Kemendagri Pembentukan
Provinsi Papua Selatan telah lama yakni
pada Tahun 2007, sehingga langkah
pemekaran Provinsi Papua Selatan
Tahun 2022 bukan merupakan wacana
yang muncul secara tiba-tiba. Bahwa
masyarakat diwilayah Selatan Papua
telah  lama  menantikan  adanya
pemekaran.” Namun pada faktanya,
derasnya arus kepentingan politik
pragmatis tidak dapat dielakan dari
pembentukan sebuah daerah otonom
baru. Semangat pemekaran dalam ranah
ideal seperti memperpendek rentang
kendali pemerintahan merupakan sebuah
tawaran “ilusi semata”, kehadiran
masyarakat yang diterjemahkan lewat
partisipasi yang semula bersifat otonom
untuk mendukung adanya pemekaran
dapat menjadi  partisipasi  yang
dimobilisasikan atau yang
dimanipulasikan. Para “aktor politik”
yang membutuhkan pemekaran dalam
banyak kasus tidak jarang untuk untuk
mencoba menginfiltrasi,
“menundukkan” dan bahkan memperalat
wujud partisipasi untuk kepentingan
mereka sendiri.  Sehingga  wujud
partisipasi yang dimobilisasi akan selalu
erat kaitannya dengan dalil efektivitas.
Namun kita tidak bisa terjebak dalam
romansa politis secara terus menerus,
kehadiran Pemekaran mengakibatkan
adanya pendelegasian  administrasi
pemerintahan.

Dari sudut pandang penulis bahwa
selama  ini  tidak  salah  jika
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mengkategorikan selatan Papua tidak
menjadi fokus pembangunan sebelum
adanya pemekaran, alasannya? Pertama,
bahwa Selatan Papua tidak memiliki
kuantitas sumber daya manusia yang
berimplikasi pada kemenangan dalam
demokrasi elektoral, Kedua bahwa
wilayah-wilayah di selatan Papua tidak
memiliki kontribusi terhadap ‘“‘sumber
daya tambang dan/atau migas” sehingga
proses pembangunan di selatan Papua
dapat dikategorikan dalam penilaian
kurang optimal. Kehadiran Papua
Selatan misalnya bahwa secara mutatis
mutandis mengharuskan pelaksanaan
musrenbangsus  dilakukan  dengan
mengedepankan kebutuhan dan
ketersediaan serta kesesuaian keadaaan
dan  objek  pembangunan  yang
dibutuhkan di Papua Selatan, hal ini
merupakan pintu masuk yang selama ini
kurang optimal dirasakan sebelum
dilakukan pemekaran, bahwa dalam
proses pembangunan  Kkesejahteraan
dapat terwujud bilamana proyek dan
program kegiatan berdasarkan kondisi
sosial kemasyarakatan dan kemampuan
daerah mengelolanya, selama ini proses

pengelolaan pembangunan yang
mengedepankan  proses  pembagian
berdasarkan  jumlah pendudukan

mengakibatkan beban pembangunan di
selatan Papua hanya bertumpu di
Kabupaten cakupan, namun dengan
kehadiran provinsi Papua Selatan
menjadikan ~ proses  pembangunan
mengakibatkan pada harmonisasi dan
kolaborasi ~ daerah  provinsi  dan
kabupaten/kota dalam cakupan.
Sehingga pasca pemekaran Pemerintah
Provinsi telah berupaya memetakan
spesialiasi terhadap 4 (empat) kabupaten
cakupan yang ada sesuai dengan
kekuatan dan kondisi georgrafis dan
sosial yang ada. Sebagai contoh, Kab.
Merauke yang dapat dijadikan sebagai
sentra  jasa  perdangangan  dan
persawahan, sementara Boven Digoel
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dijadikan sentra perkebunan dan Mappi
serta Asmat lebih mengedepankan
pendekatan pemanfaatan hasil alam laut
dan rawanya seperti gelembung ikan
yang dapat dijadikan sebagai komoditi
ekspor.

Analisis Mobilisasi Elit Terhadap
Kepentingan Pembentukan Daerah
Otonom Baru Provinsi Papua Selatan

Prosedur pemekaran terjadi tidak
mengacu  kepada  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sehingga proses
pemekarannya tidak dapat
diterjemahkan sebagai bentuk
pemekaran secara simetris tetapi
mengedepankan pendekatan asimetris
olen karenanya proses pemekaran
mengacu kepada Undang-Undang Otsus
yakni UU Nomor 2 Tahun 2021, Pasal
yang digunakan adalah Pasal 76 UU
Nomor 2 Tahun 2021 yakni Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Ralryat dapat
melakukan pemekaran daerah provinsi
dan kabupatenlkota menjadi daerah
otonom untuk mempercepat pemerataan
pembangunan, peningkatan pelayanan
publik, dan kesejahteraan masyarakat,
serta mengangkat harkat dan martabat
Orang Asli Papua dengan
memperhatikan aspek politik,
administratif, hukum, kesatuan sosial
budaya, kesiapan sumber daya manusia,
infrastruktur dasar, kemampuan
ekonomi, perkembangan pada masa
yang akan datang, dan/atau aspirasi
masyarakat Papua. Sehingga secara
administrasi formal tidak ada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
dilangkahi atau dilanggar sehingga
secara formil dan legal pembentukan
provinsi ini sah. Seperti yang saya
sampaikan bahwa proses
pembentukannya yang  merupakan
aspirasi dari masyarakat papua selatan
sehingga proses pemekaran idealnya
telah menjalankan proses dan amanat
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Pasal 76 UU Otsus
perubahan dimaksud.

Namun, pertanyaan lanjutan yang
perlu kita ajukan adalah apakah proses
pemekaran dilakukan secara transparan?
faktanya bahwa pemekaran dilakukan
secara terbuka melibatkan beberapa
aktor baik politik dan pemerintahan serta
tokoh adat dalam perumusan aspirasi
pembentukan provinsi Papua Selatan
namun apakah masyarakat tersebut
berangkat atas dasar kenginan atau atas
dasar  mobilisasi  tokoh tertentu
merupakan pertanyaan yang harusnya
dijawab oleh tokoh-tokoh masyarakat itu
sendiri.

Kebutuhan  masyarakat  atas
kehadiran Papua Selatan merupakan hal
yang sudah lama dinantikan sebab proses
pembangunan tidak berjalan optimal
sebelum adanya pemekaran, oleh
karenanya terbentuknya tim pemekaran
dan dukungan dari kelompok adat di
Papua Selatan merupakan sebuah
keniscayaan bahwa pemekaran
merupakan jalan untuk memperoleh
kesempatan hidup yang lebih baik.
Keterlibatan Dan Dukungan Masyarakat
Terhadap Wacana Pembentukan Daerah
Otonom Baru Provinsi Papua Selatan
seperti yang dikemukakan oleh Informan
1, John Wempi Wetipo
(Wamendagri/Ketua Tim Transisi 4
DOB) bahwa dukungan masyarakat di
tanah selatan Papua menjadi salah satu
yang paling masif terorganisir, sebab
dalam beberapa konteks masyarakat di
selatan wilayah Papua sangat aktif
terlibat bahkan setelah menguatnya
wacana Pemekaran masyarakat di
selatan tanah Papua telah membentuk
tim keserketariatan yang dikelola secara
mandiri guna mempermudah koordinasi
dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan
yang mungkin saja diperlukan dalam
proses pembentukan Provinsi Papua
Selatan.

Papua hasil
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Dalam sudut pandang lain bahwa
kebutuhan terhadap pemekaran Provinsi
Papua Selatan harusnya sudah lama
untuk  dilaksanakan, hal tersebut
berangkat dari 3 alasan mendasar;
pertama; bahwa Papua Selatan tidak
memiliki kekayaan tambang dan gas
alam seperti mayoritas wilayah Papua
lainnya dampaknya tidak ada program
kegiatan ~ yang  ditujukan  untuk
mendukung dan mengakselerasi proses
kemandirian daerah dan  potensi
pendapatan daerah sebab daerah induk
terfokus pada wilayah yang
menghasilkan tambang dan gas alam.
Artinya secara kontur budaya suku-suku
besar yang menaungi 4 (empat) wilayah
administratif secara budaya dan kultur
berbeda dengan Papua Pantai dan Papua
Pegunungan, selatan Papua lebih
didominasi oleh rawa dan sungai dan
dengan kontur tersebut secara tata adat
dan kultur budaya sangat berbeda jauh
dengan dua wilayah dengan kontur
pantai dan pegunungan. Proses rentang
kendali yang cukup sulit, sebelum
dijadikannya merauke sebagai pusat
ibukota provinsi masyarakat dari Asmat
dan Mappi misalnya membutuhkan cost
yang tinggi dan waktu tempuh yang lama
untuk mengurus segala urusan pelayanan
bilamana harus menuju Jayapura sebagai
Ibukota  Provinsi induk hal ini
berdampak pada sulitnya akses terhadap
pelayanan publik dan sejenisnya bagi
masyarakat selatan Papua. Dalam sudut
pandang  tersebut dan  melalui
pembicaraan kami ketika turun ke
distrik-distrik jauh di wilayah selatan
papua bahwa pemekaran papua selatan
merupakan jawaban dan harapan awal
masyarakat selatan Papua untuk
memperbaiki kualitas kesejahteraannya,
namun yang harus kami tekankan bahwa
pemekaran bukan menjadi tujuan akhir
sebab tujuan akhir adanya pemekaran
adanya perbaikan kualitas hidup dan
kesejahteraan kepada masyarakat secara
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keseluruhan khususnya OAP. Namun
kami tidak dapat menafikan fakta bahwa
aspek politis jualah yang turut berperan
dan muncul dalam proses pemekaran
daerah, yang ditejermahkan kedalam
bentuk keinginan dari beberapa tokoh
politik untuk mendapatkan jabatan baru,
baik sebagai Kepala dan Wakil Kepala
Daerah maupun Anggota DPRD pada
daerah pemekaran.

Dukungan masyarakat di selatan
Papua terhadap pembentukan Provinsi
Papua Selatan tidak dapat dipungkiri
merupakan satu-satunya provinsi DOB
di tengah DOB Papua yang lain yang
tidak menimbulkan gesekan dan atau
pertautan kepentingan yang tidak bisa
diselesaikan, akibatnya proses transisi
berjalan baik hal ini merupakan bentuk
dukungan dan kedewasaan masyarakat
di selatan Papua dalam menyikapi
persoalan dan pertautan kepentingan.
Hal senada juga diakomodir dalam
informasi  yang disampaikan oleh
Informan Jhon Gluba Gebze (Tokoh
Adat Marind) bahwa Marind sebagai
salah satu suku besar sedari awal
menyadari dan mengamini gerakan dan
langkah masyarakat dalam agenda
pemekaran bukan berasal dari elit-elit

politik, meskipun harus Kkita akui
bersama bahwa pemekaran Papua
Selatan dekat dengan untuk

mengakomodir Kkepentingan strategis
nasional, namun gerakan masyarakat
yang mengikutsertakan diri dalam
kelompok tim pemekaran yang terdiri
dari sub-sub suku merupakan bukti
bahwa keterlibatan dan partisipasi publik
tidak hanya berkutat pada kepentingan
pemilihan umum, mereka mengorganisir
dirinya sendiri dengan tanpa imbalan
keuntungan finansial dan sebagainya,
aspirasi ini juga kami sampaikan secara
tertulis ataupun dalam forum-forum
pemekaran.

Pada akhirnya keberadaan
pemekaran dengan dasar pendistribusian
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kesejahteraan dalam kacamata penulis
tentu lebih baik dibandingkan dengan
Pendekatan keamanan dengan dasar

kondusivitas keadaan sosial
kemasyarakatan, sebab melalui
pendekatan  keamanan  keberadaan
pihak/petugas keamanan akan

memunculkan sebuah ketakutan dan
ketegangan tersendiri dalam masyarakat.
Dalam era pemerintahan desentralisasi
dengan berkiblat pada rezim welfare
state tugas dan keberadaan pemerintahan
sebagai perpanjangan tangan keberadaan
negara untuk menumbuhkan
kembangkan  tingkat  kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah dan
meningkatkan prasangka baik antara
yang dipimpin dan yang memimpin.
Pembangunan  kepercayaan sebagai
langkah penting menuju masyarakat
madani guna melahirkan kemajuan dan
pembangunan  yang  berkelanjutan,
dengan sistem sosial kemasyarakatan
yang terlembaga secara demokratis
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
persamaan nilai-nilai  kemanusiaaan
maka hubungan horisontal (antara
Penduduk non-Papua dan Papua) dan
hubungan vertikal (antara Papua dan
Pemerintah Pusat) akan menjadi lebih
padu dan harmonis, sehingga dalam
sudut pandang penulis area tersebut
merupakan prioritas yang harus menjadi
agenda penting dalam dampak adanya
pemekaran Provinsi Papua Selatan
dengan tetap melakukan perbaikan
kelembagaan ~ dan  pendistribusian
afirmasi kepada Orang Asli Papua
sebagai ruh utama kebijakan Otonomi
Khusus di tanah Papua.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
penjabaran serta untuk menjawab
perumusan masalah yang diajukan, maka
penulis dapat menyimpulkan sebagai
berikut: Keterlibatan masyarakat dalam
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pengusulan  pembentukan  Provinsi
Papua Selatan sudah baik. Hal ini terlihat
dari  berbagai bentuk sumbangsih
pemikiran dalam rancangan
pembentukan Provinsi Papua Selatan,
namun sebagai catatan bahwa proses
pemekaran tidak serta merta
memberikan jaminan dan garansi bahwa
dukungan dan aspirasi grassrootlah yang
menjadi hal kunci dalam pemekaran,
lebih daripada itu bahwa keberhasilan
suatu daerah dalam melakukan proses
pemekeran tergantung pada 3 (tiga) hal
pertama kekuatan dukungan dan aspirasi
masyarakat kedua ditetapakannya calon
daerah otonomi baru sebagai agenda dan
prioritas nasional, ketiga mekanisme
politis  ditataran elit menemukan
kesepakatan dan kesepahaman.

Kasus keterlibatan masyarakat
sebagai warga negara dalam
kontribusinya ~ pada  Pembentukan
Daerah  Otonom  Papua  Selatan
memberikan sinyal, bukti, serta harapan
bahwa partisipasi politik warga negara
tidak selalu bertautan dalam pagelaran
demokrasi elektoral, namun dalam
konteks yang lebih luas kemampuan dan
keinginan dalam mensukseskan agenda
negara merupakan titik balik bahwa
kesadaran warga negara dalam proses
roda pemerintahan tidak selalu berujung
pada dominasi politik atau dominasi
ekonomi namun terdapat sisi yang lebih
humanis yaknis pertautan kepentingan
kalayak ramai atas dasar keinginan
menuju peradaban yang lebih baik.

Pemerintah Pusat telah
memberikan kesempatan yang bagi
orang asli papua ruang yang seluas-
luasnya dalam menyampaikan aspirasi
dan ide dalam konteks pemekaran
daerah. Akhirnya daerah otonom jualah
yang memiliki kontribusi besar dalam
mensukseskan  agenda  pemekaran,
bahwa stigma pemekaran sebagai hasil
final dalam merengkuh kesejahteraan
masyarakat adalah sebuah ilusi, sebab
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pemekaran merupakan alternatif jalan

yang  diberikan  negara  kepada
pemerintahan  dibawahnya  melalui
mekanisme desentralisasi untuk
mengatur rumah tangganya, hanya

dengan prinsip good governance dan
clean government yang disertai dengan
komitmen dan Kkeberpihakan yang
nyatalah ide-ide besar dan tujuan mulia
pemekaran dapat tercapai.
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